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Mengingat « 1. Undang-Urdang Nomor 13 Tahun 1950 is
if Peraturan Permerintah Nemor 32 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dulam Lingkungan Propinsl Jawa Tengah (Berita

Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah

Norror 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan

Ibukcta Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang

deri wileyah Kotamadya Daeraiv Tingkat 1l

Magalang ke Kecamatan Mungkid di wilayah

Kebupaten  Daerah  Tingkat 1l Magelang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun .

1€82 Nomor 36);

2. Undang-Jrdang Nomor 22 Tehun 1999 ientang

* Perner ntakan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indenesia. Tahun 1999 Nomor 60, Tzmbzhan

.. Lempdaran Nhegara Republik Indonesia Nomor
3839) ;

3, Peraturan Menter Dalam -Neae:i‘ Nomor 4 Tzhun
1699 tentarg Pencabutan beberapa Peraturan
Menteri Dzlam Negeri, Keputusan Menteri Dalam
Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengsnai
Pela¢sanagn Undang-Undang Normor S Tehun
1579 tertanc Fernerintahan Desa ;

4, Keputusan Mz2rteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
1€99  fentiny Petunjuk  Pelaksanaan  daa
Pemesualen Peristilahan Dalam Penyelencgaraan
Pernar ntakan Desa Dan Kelurahan ; .

5. Keputusan Marteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahua

1¢99 Tentzng Pedoman Umum Pengaturan
Mingenel Desa.
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Dencan Pelsetujuan -
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKARN

lioactapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEM MAGELANG
TENTANG TATA CARA PENCALONAM, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

. Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

a. Bupati adalah Bupati Magelang;
b. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Mage!ang;

c. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan
perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di
Desa yang berfungsi mengayorni acdat istiadat, membuat Peraturan
Desa, menarngung dan menyalurkan aspirisasi masyarskat, serta
rnelakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerntahan Desa;

d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentinoan masyarakat seternpat
berdasarkzn asal usul dan adat istiadat se.empat yang diakui dalem

’ sistem Pemerintahan Masicnal dan berada di Kabupaten Magelang;

e, Panitia Pemilihan aclalah Fanitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa
di tingkat Desa;

. Tim Pemantauan Perilihan Kepala Desa yang selarjutnya disebut Tim
Pemantau adalah Tim yang mengawasl penyelenggaraan Fernilihan
Kepala Desa di seluruh Kabupaten Magelang;
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Bakal Calon Kepala Cesa  adalah warga Oesa setempat yang
berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Fanitia Pemilihan ditetapkan
sebagai Bakal Calon Kepala Desa;

Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang teleh melalui
penvaringan oleh Panitia Pemnilihan ditetapkan szbagai Calon Vepala
Desa dan berhak untuk dipilih;

Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;

Penjabat (Fj) Kepala Desa adalah seorang Perangkat Deca setempar
yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksarzizn hak
dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

Pernilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenubi
persyaratan untuk menggunalan hak pilihnya;

Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukzn sikap
pilihannya;

Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemithan
untuk rmendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dan warga rmasyarakat
setempat;

Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi adminisizs
maupun kermampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Des3;

Daftar Pemilih Sermentara yang selanjutnva disebut DPS adalah Dafar
Pernilin Sementara yang disusun oleh Panitia Pernilihan dan de<ahkaa
cleh BPD;

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPFT adalah Daftar
Pernilih Sementara yang ftelah diumumkan, dan teleh dodakan
perbaikan seperlunya berdasarkan usul, saran keberatan yang cajukan
cleh masyarakat serta telah disahkan oleh BRD;

Putera Desa adalah mereka yang lahic di Desa dant orang tua yang
terdaftar sebagal penduduk Desa yang bersangkutan atau meseka yang
lahir di luar Desa kernudian pemah rnenjadh penduduk Desa yang
bersangkutan sehingga betul-betul mengenal Desa tersebut.
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BAB I
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1). Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan ditetapkan
Panitia Pemilihan oleh BPD dengan Suret Keputusan ;

(2). Panitia sesbagaimana dimaksud pacda ayat (1) Pasal ini terdiri dari unsur
BPD dan Perangkat Desaf serta E?!n}l/masyarakat yang susunannyz
diatur dengan Kepu pat,

’i Fasal 3

(1). Selain Panitia tersebut pada Pasal 2, dalam rangka pembinzen dan
pengawasan di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pemantau |

(2). Pembentukan  dan  tugas-tugas Tirm Pemartau sebagaimana
dimaksud pada avat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
3. Menyusun rencana biaya Pemilihan Kepala Desa |
b. Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon;

c. Melakukan perneriksazn identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan

yang ditentukan sebagiaimana tersebul dalam Pasal 8 Peraturan Dasah
ini;

d. Mengajukan Bakal Calon yang telah menenuhi persyaratan kepada
,f’ BPD, untuk diletapkan sebagal Calon dipilih  dan  kemudian
, mengumumkan kepada penduduk Desa selarna 7 (tujuh) hari dengan
maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan
serta keberatan,

e. Terhadap usul, saran, peibaikan serta keberatan dar rmasyarakat, vajio
untuk memberikan tanggapan dan keputusan selambat-lambatnya
dalam tempo 3 (tiga) harl sejak diterimanya safan, usul, tanggapan
atau keberatan tersebut;
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f. Melaksanakian Pemungutan Suara dan penghitungan suara;

g. Melaporkan pelaksanaan Pilkades serta mempertanggung-jawabkan
kepada BPD.,

Pasal &

Dalam jangka walktu 3 (tiga) bulan, <ebelun melksanakan  tugas
sebagaimana Pasal 4, Panitia Pemilihan wajib urtuk :

a. Mengumumkan kepada  Penduduk Desa  bahwia akan  ada
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; .

b. Mendaftar Pernilih berdasarkan persyaratan vang ditentukan;
Menyusun DPS mengajukan kepada BFD untuk disahican;

d. Mengurnumkan DPS kepada Penduduk Desa di ternpat umum yang
mudah dibaca atau diketahui selama 7 (tujuh) hari dencan maksud
Penduduk dapat mengajukan usul, saran, dan atau perbaikan serta

keberatan,

e. Apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan
dari penduduk, maka DPS tersebut ditetapkan menjadi DPT.

Pasal &

(1). Penduduk Desa yang mengajukan usul, saian dan atau perbaikan
certa keberatan atas pengumuman sebagaimana dimaksud paca
Pasal § huruf d akan dipertimbangkan lagi dan setelah jangka wakiu
tessebut tidak mernpengaruhi hasil pemilinan;

(2). Usul, saran dan atau perbaikan senta keberatan 5ebam-'ma‘
dimaleud pada ayat (1) ditujukan kepada Panitia Pernilihan.

BAB XI1X
HAK MEMILIH DAN DIPILIM

Pasal 7

vang dapat memilih adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik
Indonesia dengan syalat-syarat :
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a. Terdaftar sebagal Penduduk Cesa yang bersangkutan secara sah
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;

b. Pada saat Pemilihan sudah rnencapal usia 17 (tujuh belas) tahun atau
pernah kawin;

¢. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukurn pasti;

d. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan
keputusan Pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum pasti.

Pasal 8
(1). Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga
Negara Republik Indonesia dengan syarat-syerat :
a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Casar 1%45;

c. Tdak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan
yang mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1345,
seperti G 30 S/PKI clan atau Kegiatan Organisasi terlarang lainnyz;

d. Berpenddikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat
pPertama (SLTP);

e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 50
tahun;

Nyata-ryata bdak terganggu. jh«uanva.rlngatannw;

Gehat -asmani dan rohani;

Berkeakuan balk, jujur dan adil;

Tidak pernzh dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

i. Tidak dicabut hak pilihnya bexdasarkan Kl,putusan Pengadihn yang
mempunyal k-skuatan hukurn tetap;

K. HEI‘QEHH ldau_rahnw dan dikenal oleh masyarakat di Desa
selempat;

= e o

—_
-
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(2).

(3).

(4).

(1).

(2).

i 8
|. Bersedia dicalonkan ﬁmﬂudl Kepala Desa; : '
m. Terdaftar sebagal Penduduk dan bertempat tinggal tetap di Deza
yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terzkhir
dengan tidak terputus-pulus;

n.  Syarat-syarat lain yang ditentukan EPD.

Bagi Calon Kepala Desa dail Pegawal Hegeri Siph atau Ancgota
‘TNIJPOLRI yang mencalonkan diri sebagal Kepala Desa selan harus
memenuhi persyaratan sebagarnana dimaksud dalem ayat (1), juca
harus imemiiiki Surat Keterangan Persetujuan dar Atacan etau Pg2oat
yang berwenang, serta harus membuat Surat Penya™an bersed:2
mengundurkan diri/ mengajukan pensiun dan Pegawai Negeri Sipd
atau Anggota TNI/ POLRI apabila terpilih sebagai Kepal Cesa;

Untuk desa-desa yang telah 2 (dua) kali pespanangan 7asa
Pancaftaran Calon Kepale Desa ticak ada anggota masyaralat yang
mendaftarkan sebagai Calon Kepaia Desa, maka diber kasempaian
kepada Pegawai Negerl Sipll stau Anggota TNI/ POLED wnok
mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, dengan mamenufi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan juoa hanus
memiliki Sural Keterangan Persetujuan dari Atasan atau Pejadat yang
persangkutan;

Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggeta TNI/ POLRI dan Pugas Desa
yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa teihiturg mula
tanggal pelantikan sebagal Kepala Desa harws bertenpat t gl d
Desa yang bersangkutan.

Pasal ©

Dalarn menggunakan hak pillbnya, setlap Penduduk Desa yangd
bersanghutan dan lelah memenuh persyaratan tersebut paca Pesal 7
Peraturan Deerah ini, bdak boleh mewakitkan;

Pendudul, Desa  ssbacwimana dimaksud pada avat (1) yend
rdewakilkan kepada orang lan dan dketahul oleh Panitia Penvlihian
da saat Pemungutan Suara berlangsuny hak suaranya dinyatakan

ﬁak sahf gugur.
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BAB IV
PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal LO

(1). Pencalonan Kepala (Desa dilaksanakan melalul Penjaringan dan
Peryaiingan Bakal Calon okh Panite Pemilihan,

(2). Percalonan Kepala Dasa  diajuban tertulis oleh Bakal Calon tepala
Lesa kepaca Pantia Pemilihan dengan dilergkapi persyaratan yang
f. te'oh citentukan,

Pasal 11

(1). Paritia Pemilihan mengadakan pemeriksaan berkas lamaran EBakal
Calon Kepala Desa dan setelah memenuhi syaret dizjulan kegpada 8007

2). BFD menetapkan Calon Kepala Desa yang beihak giplh Zengan
Surat Keputusan dan tembusannya disampaikan kepada Bupe'.

Pasal 1.2

Calon epala Desa diarang untuk ;

a.  Melakukan Intimasi baik langsung maupun tidak langs.ung kepeds
Siapapun juca;

b, Memberkan sestatu  datam  bentuk  ®epun dacen angsl
“‘ memenang<an drinya.

BAB V
PELAKSANAAN PEMILTHAN KEPALA DESA

Pasal L3
(1), Sekurang-farangnya 7 (tujuh) had  sebelun pemibhan diasanakan,

Farata Perndihan mengumunilan kepadd senduduk Desa tenang aan
dadakannys Pemilhan Kepela Desa; %
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(2). Dalam hal penyelerggaraiin - Pemjilihan  Kepala Desa tidak dapat
dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupali dapat
memperpanjang waklu - sslama-lamanya 1 (satu) Lulan  dergan
ketentuan Kepala Dasa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas,

(3). Apabila ternyata dalam waktu 1 (satu) bulan sebegaimana dirnalsud
pada ayat (2) belun teriaksans, EPD mengusullan Perjatat (P))

Kepala Desa kepada Bupatl.

Pasal 14 Q

(1). Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasis, jupr,
adil dan damokratis,

(2). Setigp orang yang mempunyal hak memilih harya mempurzi saty
suara dan tidak boleh mewakilkan;

(3). Pemikhan dilzksanakan paca hari, tanggal dan ternpat yamg t=al
ditertukan olen Panitia Pemilihan;

(4). Pemilihan dilahsanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkuizr.
Pasal 15

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabils telzh dhadin
sebanyak 2/3 (cua pertiga) dari jumiah Pemilih yang tercanium dxam 0FT

Pasal 16

Setelah Pem ngutan Suaa selesal, maka Ketua Panitia Pemilihan jada hari (3

dan targgal du juga, seqera . '

a. Menardatengani Berta Acava jalannya Pemuigutan Suvara bersama-
cama dengan para Celon Kepala Desa,;

b. Melakukan penghitungan jumlah suara yang masuk setelah citelid
dengan disalsican oleh pare saksi clan paa Calon Kepala Desa;

¢. Mengumumbkan hasil  jurnlab  penahitungan suama dmaksud  dan
merandatangan) Benta Acara Penghitungan Suami  bessarna-sama

dengan para saksi dan para Calon Kepala Dosa;
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d. Menetapkan Calon Kepala Desa T)'rpdlh berdzsarkan Berita Acara
Penghitungan Suara,

(1)

(2).

(3)-

(4)

(S).

pasal 1.7

Pada saat Pemilihan dan Penghitungan Suara dilaksanakan, Panitia
Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pernilihan
Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman dan teratur,

Para Calon Kepala Desa havus berada ditempal yang teah diteniucan
pada saat mengikuti pelaksanaan pernungutan dan penghitungan
suara,

Panitia Pemilihan menjaga agar tiap orang yang bearhak memiin
hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pembenan suara
yang diwakilkan dengan alasan apapun;

Para Calon Kepala Desa tidak diperbolehkan meninggaikan terngat
penghitungan suara sebelum berakhirnya penghitungar suarz,
kecuali mendapat ijin Panitia;

Berita Acara penghitungan suara yang tidak ditandatangani clen
Calon Kepala Desa yang tidak terpilih atau saksi dari masing-masing
calon yang tidak terpilih, tidak mengurangi kesbsshaa hasi
penghitungan suara; kecuali ada pelanggaran yang bisa dibudikan.

Pasal 18

(1). Calon Kepala D2sa yang dinyatzkan t&:pilh adalah Calen vang
menpe-oleh suara terbanyak |

(2). Calam hal Calon Kepala Desa hanya 1 (taty) orang, maka Calon,
kepals Desa tersebut baru dinyatakan terplih apatla mempercian
suara sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (‘-dlu) da
jumlah pemulibh yang merggunakan hak pilihnya,

(3) Apubla Calon kepala Desa hanya 1 (satu) orang memperolen suara
kurang deri 172 (setengah)dtamoah 1 (satu) dart juniakh peraiih yang
menggunakan hak piihnya, maka dinyotakan gugur dan dadakan
pendaﬁ:aran ulang.
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(1). Galon Kepala 1ana dimaksud
Peraturan daerah ini ditetapkan dergan Keputusan ngabn:rg::ikﬁ
laporan dan Berita Acara pemilihan dari Panitia Pernilihan.,

(2). Selambatdambatya 3 (tiga) harl  terhitung  mulai tznggal
peretapan Calon Kepiala Desa terpilih, Panitia Permvlihan seqgera
meagitimkan Keputusan BPD kepada Bupati untuk merdapatian

Pengesahan; 0
(3). Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Caon
Kepzla Desa terpilih;

(4). Kepada Calon Kepala Desa terpliih yang diangkat rmerjadi Kape's
Dess diberikan Petikan Keputusan BPD.

A U”‘i‘]“‘i

4]&\...!‘1_ o ‘G

e

BAB VI
PEMILIHAN ULANG

Pasal 20

(1). Bagi calon terpilih yang mernperoleh suara terbanyak ssbagaimana
diraksud dalarn Pasal 17 Peraturan Daerah ini lebih dari salu orang
dergian jumiah suara yang sama maka untuk menentukan calon yang
berhak inenjdi Kepala Dasa diadakan pemilihan ulang;

(2). Pernithan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dieksaralan
harya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sSMa,
selernbat-lambatnya 30 (lga pulun) hari selak penandatagaran Beata
Azara penilihen; .

(E). Dalem hal pemilihan wiang sebagamana dimnaksud pade ayal [2)
hasilrya tetap sama, maka unluk menetapkan calon terplidh
»  keputisannya dige/ahlan kepada B8P0,

(4). Ketertuan sebagarnana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
+ pasal Ini juga berlaku begi calon Kepala Desa tunggal yeng
mempesoleh suara sarra dengan kotak kosong.
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Pasal 21

panitia Pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pernilihian
ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Feraturan Daerah ini.

BAR VIL
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 22

' (1). Besaraya biaya Pemilihan Calon Kepala Desa ditentucan olen BPD
atas usul Panitia Pemilihan;

(2). Bieya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada Anggaran Pendapitan dan Belanja Dasa.

BAE VILX
PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

Pasal 23

(1). Hasil pemilihan Kepala Cesa disahkan oleh Bupati cengan
menerbitkan Keputusan Bupati tenfang pengesanan sebagail Kepala
Desa selambat-lambatnya 30 (liga puluh) hari selelah menerma
usulan penjesahan pelaksanazn perrilihan sebagaimana dimassud
pada Pasal 183 Peraturan Daerah ini;

(2). Pengeszhan <ebagairanz dimaisid pada ayat (1) Pesal iy, dapet
ditunda sedama-lamanya 30 (Giga paluh) hin karzna absan-alasan
' yang dapat dipefzngganajawabkan,

(3). Dalam hal  Pegawai  Negeri Sipl alau Arggota TN POLR]
sehagaimana dimaksud pade Pasal 8 eyal (2) Peraturan Daeiah
terpilih dan diangkat menjadi Kepals Desa maxa yarg barsangd<utan
harus mangundurkan divi/ miengajukan  persian duint  kedinasan
sebaqgal Pegawal Neger Sipll atau Angoote TN POLRI S
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(4). Dalam  hal Pegawal  Nedgerl Sipl ataw Anggota TNI/ POLRI
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Caerah ind
terpilih dan diangkat menjaci Kepala Desa akan dibebackan sermentara
danl jabatan organiknya selama menjaci Kepala Desa tanpa kehilergan
haknya sabagal Pagawal Negerl Sipil atau Anggota THI/ FOLRT.

Pasal 24

(1). Uatuk Pelantikan dan pengucapan sumpah/ janj Kepala Dess yang
beracal dari Pegawai Negeri Sipil atau Anggota THlY FOLPI
sebagaimana dmaksud pada Pasal 23 ayat (3) Peraturan Dasrah ind
dapat diaksanakan, apabila yang bersangkutan telah meagundaian
diri atau pensiun dari kedinasannya sebagai Pegawai Negen Sipil 3taw
Ancgota TNI/ POLRI yang “dibuktikan dengan Surat repuwsan
Pemberhentian atau Pensiunnya telan diterrna yang bersangkutan |

(2). Pelantikan dan pengucapan sumpahy/ janji Kepala Desa dilaksznakan
tepat pada waldtu akhir jabatan Kepala Dess yang lama dan
ditetapkan sebagaimana tancgal pelantikan;

(3). Apabila pelaksanaan palantikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
jawh paca har libar, maka pelantikan dilaksanakan pada han kerja
bericamya,

(4). Pelentikan Kepala Desa yang tidak cdapat diaksanak.a tedat
wakiy karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung mablin
dapat dtunda selarma-lamanya 30 (tiga puluh) han ssjas tanggsl
berckhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketenti: Kapah .
Desa yang bersangcutan tetap mekaksanakan tugas.

Pasal 25

(1). Susunan kata-xata surmpah / Janjl Kepala Desa sebagamama dimalksud
pada Pasal 23 ayat (1) adalah sebagal berdut :
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" Demi Aflah (Tuhan) saya bersumpal / beijanjl, bakwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Kepaa Desa dengan sebaik-
baiknya, sejufur-uiumya dan seadil-adilnya,

Bahwa saya akan selafu taat  dalam  mengamalkan  dan
mempertahankan Pancasila sebagal Dasar Negara,;

Dan bahwa sapz akan menegakkan kehfdupan demokrasi dan
Undang-undang Dasar 1945 sebagal konstdus! negara serta segals
peraluran perundang-undangan yang berlaku bagy desa, daerah dan
Nepare Kesatuan Republik Indonesia”

(2). Setelah Kepala Desa Terpilih mengucapkan summpah fjandi dan diantix

' oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, Kepalz De<a

yang digantikan selempat-larnbataya 30 (tiga puluh) hari harus sudan
melaksanakan serah terima jabatan.

BAB IX
MASA JABATAN KEPAILA DESA,

Pasal 26
(1). Masa jebatan Kepala Desa selarma 10 (sepuiuh) tahun terhitung
sejak tanggal pelantikan;

(2). Apabia masa jabztan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ay=t
(1) telah berzkhir yang bersargkutan fidak boleh cicalonkan kemoal
untuk masa jabatan oerikutrya;

(3). Setiap bma tahun sekali akan diadacan evaluasi  sec@nd
menyuluruh  yang dilekukan olek EPD.

BAB X
TUGAS, KEWAJIBAM DAN WEWENANG KEPALA DLSA
Pasal 27

(1). Tugas dan kewajiban Kepa a Desa aclalah
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerdntan Desa;
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o

Membina kehidupan masyarakal Desa; _
Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD untuk
menetapkan Paraturan desa ;
Membina perekonomian Desa;
Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa eecuai
dengan kewenangannya;
Mendamalkan perselisihan masyarakat di Desa sesuail dengan
kewenanganiya,
3. Mewakili desanya didalarn dan ciluar pengadilan dan dapat
menunjuxk kuasa hukumnya;
h. Mermbina dan menjaga kelestarian noimna-ncrma, adal istiadat yang
hidup dan barkembang di Desa; Q
i, Menyampailkan laporan perlanggungjawaban kepada BFD tiap
?Q Tahun Anggaran.

L2

oo

b

'2). Wewenang Kepala Desa adalzh :

a. Menggerakkan partisipasl masyaiakat dalarm pembangunan;
b. Menumhuhkan dan mengermbangkan jiwa gotong royong

masyarakat;
c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa 5eb.agai Pelaksanaan dan

Peraturan Desa.

BAB XL ;
PERTANGGUNGIAWABAN KEPALA DESA

Pasal 28

(1). Kepala Desa dalemy memimpin  penyelenggaraan Pernenintahan
Desa berdacarkan reojakan yang ditelapkan bersama BPD; .

(2). Dalam melaksanahan wgas dan kewajiban, Kepala Desa bertanggung
jawab kepada rakyat melalul BPD dan menyampaikan laporan
mengenal pelaksaraan tugathya hepnda Buagab dengan relatul Camat;

(3). bertangggungjdwatun dan laporan pelaksanaan tugus sebagalinana
dimaksud pada ayat (2) disarnpaican sexurang-karangnya sebali calam
L (salw) tahun pada satap akhir Tahun Angcaan;
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(@) Petengoungiawadan sebagaimana  dinsksud  pada  ayat  (3)
dlsksenakan dalam rapat BPD yang dihadini sekurang-kurangnya 2/3
{duz pertiga) dan jumiah angaota;

s (51 Petanggungiawaban Kepsia Desa dterima  atau  ditolak oleh
\ angaot BRD sekurang-kurangnya 1f2 (setengah) ditambah 1(satu)
gan jur'ah angoota BPD yang hadir,

(5} Petanguunglawadan  yang ditolak  BPD harnus dienghapi dan
dsavpurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (bga puluh) harl
SuGah cisampatan kembal kepada BPD,

.;?15@@1 ha! pedangungiawaban Kepala Desa tidak  dilenghapi
stae cisampurnakan  ditolak wntuk kedua kalinya, BFD dapat
mecusulkan pemderhentian Kepala Desa kepada Bupati.

BAB XII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

pasal 29

Kepala Dess yang melslaikan tugasnya sehingga merugixan Negars atac
Daarah cen Masyarakat Cesa atau melakukan perbuatan melasan nuium
~dan a=u noam2-norma yang hidup dan beriembang d Desa yang
" bersangagan  dikenakan  tindakan  sdministratif  berupz  teguran,
pemberheten  semantar@ dan atau pemberentian Sesud  Cengan
perzturzn perundang-uncangan yang berizku

. pasal 30

(1). Kepala Desa yeng dtudih atau diduga lersanghut calam sucty tindak
pidana atas wsul BFD dapat dberheabihan semartaa @n dit2lupan
dergan Surat Keputusan Bepatg

(2). Selama Kepala Desa  dikerakan  peEmbarhanbien seivenlare, maka
peberjaan sehai-had ddatucan oich seorang Perjadat (A Kepala
Desa yang tianghat oleh Bupat: atas usg) BPD;
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(3). Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Kepala Desa

(4).

(5)

sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan bahwa yang bersangkitan
tidak terbukli medakukan perbuatan yang dituduhkan, raka BFD
mengusulkan  untuk mencabut Surat Keputuzan Bupat! tentang
Pemberhentian Sementara dan Bupati merehablitasi narma baik Kepala
Desa,;

Apabila bercasatkan Putusan Pengacliian Tingkat Fertarna, terbuldi
melakukan perbuatan vang dituduhkan, sedang Kepala Desa yang
bersangkutan melakukan upaya banding, maka setelah mencapal |
(satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding
dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala
Desa yang bersanghkutan aiberhentikan ;

Ternadap usul pemberhentian  tersebut  apabila  ticak ada
parmasalahan, Bupati selambat-lambatnya dalam wakty 30 (5ga
palueh) hari sudah harus menerbitkan Surat Keputusannya.

Pasal 31 ik

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena

a.
b.
C.

;.

(1).

Meninggal dunia;

Mengajukan permintaan sendiri;

Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah [ Janh
sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Dazerah ini;

. Bergkhir rmasa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru,

Me.zkukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundand-
urdangan yeng berlaku can alau noima yang hidup dan berkembang
delam magyarakat desa serta mernenuhl Pasal 34 Peraturan Daesanh i

BAB XILX
PENGANGKATAN PENJABAT (Pj.) KEPALA DESA

Pasal 32
Pengangkatan Penjabal (Pi) Kepak Desa aitetapkan dengan Keputusan

Bupali atas usul BPD darl Perangkat Desa yang bersangkutan dan
dipandan¢g mampu;

L)
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(2). Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sepagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 1(satu) tahun terhitung mulpi tanggal pelantikan;

(3). Tugas, wewenang, hak dan kewajlban Penjabat (P}) Kepaia Desa
adalah carna dengan tugas, wewenang, hak dan kewajban Wepala
Desa.

Pasal 33

(1). Dalam hal Kepala Desa berhalangan 12 (clua belas) har 2fau iebin,
maxa Sekrelaris Desa atau Perangkat Desa yang digardang mampu
sebagal Yang Menjalankan Tugas (Yrnt) Kepala Desa;

(2). Pernunjukan penjabat sebagairmana dimaksud pada ayat (1) citziapean
dengan Surat Keputusan Kepala Desa atas pertimbangan BP0

BAB XIV
LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 34

Kepala Desa dilarang -

a. Melakukan keglatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang men=d
kenzjibannya, yang merugikan kepentingan MNegars, Pemaraia’,
Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;

b Meacukan perbuatan yang bedeniangan dangan Peatuten Petundant-
Ungzngan yang berlaku dan atau bertetangan dengan nome-ronna
yang hidup dan berksmbang dalam kehidupan mesyatohat, seta
melakukan pesbratan lain yang dapal menjhilengkan kegatavaan
mesyarakat terhadap kepanirpinannya sebajel Xepsla Cesa, misalaya
melakukan perbuatan asusila, pajudian, mabuicinabukan das @in-aing

c. Melakukar perbuztan yang berbau Korupsl, Kolusi, Nepatisna {KEN).

Pasal 35

(1). Tindekan penydikan terhadap Kepala “Desa  dlaksarakan setelan
ada persetujuan tertulis dan Bupati; *
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(2). - Hal-hal yang dikecualikan dalam ketentuan Sebagaimana yang
dimakstd pada ayat (1) adalah :

a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana perjara 5 (lima) tahun atau lebih;

b. Dituduh telah melakukan tindakan kejahatan vang diancam
dengan hukuman mati.

'3). Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan
kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh ernpat)
jam.

BAB XV
TINDAKAN DAN SANIS1

Pasal 36

(1), Anggota Fanitia Pemilihan  sebagaimana dimaksud da'amn Fasal 2
Peraturan Daerah ini atau siapapun yang terbukli megkukas
pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilinan Kepala
Desa untuk kepsntingan pribadi atau golongan, dikenakan sarks
sasuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

(2). Apzbila dikemudian hari pernilihan ditermukan hal-hal yang dinyatakan
cacat hukum seteiah mendapatikan kepastian hakurn yang tetap dad
Fergad.lan maka pemiihan dinyatakan tidak sah dan harus di 'lang.

BAE XVI
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 37

(1). Kepala Desa yang selama inl masa jabatannya cerdasarkan Pasal 7
Undang-Undangd Nomor & tahun 1979, sepanjang yang bersangkuian
dinilai bak oleh BPD dupat tetap rnelaksanakan tugus sav pal akhi
masa jabatannya,

(2). Peiaturan  Daerah  ind  berdaku  efektif 1 (satu) tahun setelah
ditetapkan.

),

)
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP ;

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inl akan diatur lebih
lanjut okeh Bupati sepanjang mengenail pelaksanaannya.

Pasal 39

Agar semua orang dapat mengetahuinya, mernenmahkan pengarcangan
Peraraturan Daerah ini dengan penempatannya dalem Lernbaran Daeran
Kabupaten Magelang.

Citetapkan di Kota Munglac
Pada tanggal 1 Nepember 20020

BUPATI MAGELANG
Ted.

DRS. r. HASYIM ARANDL

Diurdangkan dalam Lernbaran Caereh Kebupaten Macelang
Nomor 19 Tahun 2000 ; Tanggal 1 Nopernber 2000
Sari D ; Nomor 13
Selcrretaris Daerah
'td.

DRS.H. SOLECHAN AL,
Pembing Mzana Muda

NIP, 00 034 460

® st 62001
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAM, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

)

Sudah sejak lama Desa telah memiliki sistem dalam mengatur
dan mengurus desanya lemasuk di dalamnya adakeh Pemilihan
Kepala Desa meskipun dangan cara yang arnat sederhana meaurut
kondisi social bucaya yang ada pada saat itu. Demikian pula calam
hal desa menvediakan tanahnya untuk penvelenggaraan
Pemermtahan Desanya. Seinua yang diselenggara-kan oleh desa
tulah yang dirnaksucl dengan Otonorni Asli Desa.

Dengan ditetapkan Undang-undarg nomor 22 fahun 1559
tentzng Pemerintahan Daerah pada Bab X yang mengatu Dess,
maka perlu menyusun dan mengatur Pemerintahan Desa.

Untuk mendapatkan Permerintahan Desa yang berkualitas, maka
pimpinan Pemerintahan Desa perlu mendapatkan legmitasi can
masymakat. Cleh larsna it dipedukan Pemiihan Piniphas
Pemerintahan desa atau yang dicebut Pemilihan Kepala Desa
(Pillcades).

Dalam Pemiliran Kzpala Cesa, perlu mampahatkan  aspel
demokrasi dan aspirasi serta nonrma-nomma yang hidup &

berkernbang rnaupun adat-istadat yang telah fama dan diterima
oleh rnagyarakat Desa yang dirargkum dalam Pevaturan Daerah.

1. Dasar Pemiliran

2. Panitia Pemilihan Kepaia Desa

Bahwa agar Pencalonan, Pemilihan Kepala Oesa akan
terlaksana dengan baik, maka diperiukan Panitia Pamilinan Kepala
Desa yang mampu, Jullr dan bertanggung jawab  calam
melaksanakan tugas.
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Untuk maksud tersebut diperiukan  personil yang dapat
diterima oleh sebagian besar masyarakat melalul penjaringan dan
penyaringan oleh BPD,

Hak memilih dan_dipillh dalam Pemilihan Kepala Dasa

Pemilih (warga desa) dan desa pemilihan rierpakan faktor
yang ikut seria renyukseskan jainnya Pemiliban Kepaa Dess Gua
mendukung  kelancaran  dimaksud  diperlaban  cetslitian dan
kecermatan khususnyd yang menyangkut domisil dan dentias
warga yang berhak mernillh dan dipidh agar deesuaian cengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencalonan Kepala Desa dan pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa

Dalam pencalonan dan pelaksanaan Pemiinan Kepaa Desa
sangat diperlukan kewaspadaan dan kehefi-hatian &t jang
menyangkut Paritia, Calon Kepala Desa dan Pemilin, karena memia
yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Dssa mempanen
satu komponen dalam keberhasilan pelaksanaan Pemiihan {E:..:e
Desa, sebab apabila saleh satu komponen daiam Ferniitan Kenal
Desa tidak ada kesesuaian maka akan mengacbatan gagelae

pelacsanaar Femilihan Kzpala Desa.

Pemilihan Ulang

Bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh uniah suacs wr-_;
sama, maka Panida Pemlihan melaksanaken peniban glam
dengan calon yang sama tanpa pendaftaian pemiib bary. Dakain
hal ini sangat diperllukan kearfan derl para Caion Kepaa Desa dad
masyaakat pemidh sarla Pantia untuk menpada kebengeccan 40
menghindarl perpecahan.

Apabla pervlihan ulang hoshiya telep Sama, uniuk un-mn,:h?‘!
Calon epala Dea teapilit disershian kepdida kesepakatan BU.

Dipindai dengan CamScanner



.

24

Pengesahan, pengangkatan dan pelantikan seita masa
jabatan Kepala Desa

Setelah selesal penghitungan suara dan dinyatakan sah oleh
Panitia Pemilihan, maka untuk selanjutnya Calon Kepala Desa
terpilih diangkat cleh BPD dan dicahkan Bupati. Pengesahan dan
pelantikan Kepala Desa oleh Bupati adaah dalam  rangka
pengawasan pemerintahan desa. Sehingga pernerintzhan desa tidak
merasa terpisah dengan Ferneérintah Kabupater sebagai satu
kesatuan Negzra Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk rmasa jabatan Kepala Desa dalam Peraturan Daerzh ind
ditertukan 10 (s2puluh) tahun untuk 1 (satu) kali masa jabaizn. Hal
mi dipandang cukup dalam pengabdian seorang Kepala Desa
kepada masyarakat dengan harapan dalam masa 10 tahun terhindar
unsur KiKN (Kowupsi, KKolusi dan Nepotisme) stau merugikan
Negara, Daerah dan masyarakat Desa.

Pemberhentian Kepala Desa

Bagi Kepala Desa yang dituduh / disangka / yang telah
berbuat asusda / melawan hukum dan dipidana dapat diberhentikan
dari jabatan Kepala Desa. Pemberhentian jabatan dimaksud tsap
dengan memperhatikan  fakta  (buktl) yaag memosrkuat
pembernertian jabatan Kepala Desa, Pemberhantian jabatan Kapa'a
Desa capat dilakukan secara bertahap atau sesuval dangan tingkat
pelangjaran yang dilekukan oleh Kepala Desa.

Pemberhentian Kepala Desa dan jabatannya, juga dimaksud
untuk enuu Pemerintahan yang bersih dan barwidawa serta
bebas dari unsur-urisur KkN (Kosupsi, Koiusi dan Nepotisiie).
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8. ﬁiayu Pilkades

y |
-

< Guna terlaksana Pilkacles rnernang diperiukan Biaya, dimana
pernbiayaan Pilkades tetap menfadi tanggung jawab masyarakat
Desa melalul lembaga sesual yang diatur untuk itu, namun
demikian blaya Filkades dapat diperpleh dari sumbangan atau
bantuan pihak ketica untuk Fenenntah Kabupaten tanpa ‘ikatan
apapun dan semata-mata hanya merbantu kelancaran pelaksanaan
Pilkacdes, Dan yang hatus diperhatikan oleh Paritia Perdihan daam

. merinci serta penggunaannya letap mengacu pada ef sens dan
menghindarkan dan pernborosan.

I1. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 . Pimpinan  (Ketua hanan) BPD  td=x
diperbolenkan menjadi Panitia daiam
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 3 + Cukup Jelas
Pasal 4  Cukup Jelas
Pasal 5 - Cukup Jelas
Pasal 6 v Cukup Jelas

. Pasal 7 . Cukup Jelas
Pasal 8

Ayat (1) hurufd @ Apabla d Desa vang  bersanglutin  sama
sekah bilak dijumpai bakal calon Kepala Desa
yang  beipendidikan  SLTP, ma<a dapat
giberkan kesempatan kepaca Penduduk yang
Lenpendicikan sedeajat s2pera @ SD dengan
oitambah pergalaman oibidang Perreriitahan
eelama 5 (Ima) tahun yand diduxtikan ¢
ayrat darl Pejabat yorg beiwenand.
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Ayat (1) hurufn @ BPD dapat menambah persyaratan lain bag
Calon Kepala Desa yang bias diterima oleh
masyarakat can sesuai budaya setempat serta
tidak, bertentangan dengan peraturan yang

berfaku.

Pasal B Ayat (2)  Cukup Jelas

Pasal 9 v Cukup Jelas

Pasal 10 Ayat (2) v Kelengkapan persyaratan lainnya akan .
diberikan kemudian dalam Juklak.

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 + Cukup Jelas

Pasal 13 . Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 » Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 . Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 ¢ Cukup Jelas

Pasal 20 Ayat (3) ¢ Yarg dimaksud " ngan diserahkan kepada BFD

adalah dalarn menetapkan Keputusan Caloa
Kades terpilih, BPD dapat melahukan dengan
cara mengajukan peftanyaan yang manyangut
bidang Pemerintahan, Peinbangunan, dan
kemnasyarakatan atau dengan cara lan atas

dasar kesepakatan,
Pasal 21 ¢ Culwp Jelas
Pasal 22 v Cukup Jelas
Pasal 23 Ayat (1) o Cukup Jelas
Ayat (2) ¢ Cukup Jelas
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Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Khusus bagl PNS yang terpiiih menjadi Kepala
Desa agar memilih salah satu  gaji yang
dikeherclaki yaltu gaji sebagai PNE atau gaji
sebagal Kepala Desa yang berasal darl
Bengkok Kepala Desa. Dan bagli anggcta
TNI/POLRI yang terpiiin menjadi Kepaia Desa
harus mernenuhi ketentuan yeng berdaks di
Kesatuan / Crganisasi masing-mesing.

Pasal 24 ¢ Cukup jelas

pasal 25 Ayat (1) : P_engut:apan sumpah J jarji Kepala Desa
dilabukan menunit agama yang diakal
Pemerintah, yakni :

a. diawali dengan ucapan "Dermi Allan” urtik
penganut agama Isiam |

b. diakhiri dengan ucapan “Semncga Tukan
menclong Saya” untuk pengarut 3gama
Kristen Protestan/Katolik ;

c. diawali dengan ucspam  “Cm atan
paramawisesa” untuk penganut agerme
Hindu ;

d. diawali dengan ucapan “Demi Sanghwang
Adi Budhha" untuk penganut agaima Sudna.

Paza 25 Ayat(2) : Cukup Jelas
Pasal 26 . Cukup Jelas
Pasal 27 + Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 v 1, Yang dimacsud dengan melalaikan tugasaya

sehingga meuygitan negaa atau daerah
dan masyara<at gesa yeitu al.
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- Melakukan  pelanggaran  terhadap
peraturan perundang-undangan yang
beraku.

.~ Meninggalkan tugas pada jam
kerja/indisipliner.

~  Menggunakan uang negara atau caerah
dan desa Jrtuk kepentingan pribaci dan
golongan.

2. Yang dimagsud dengan nornza-noima yang
hidup dan berkernbang dalam  kehidupan
masyarakaf al. :

Adat istiadat yang beraku di masyarakat
desa seternpat.

3. Yang  dinaksud dencan tinuakan
adm nistialif perupa tegquran adalah teguran
esan dan tertulis yang diiakukan cieh
Bupati.

pasal 30 Ayat (1) : Kepala Desa yang diberhentikan sementara
untuk paling farma 6 (enam) bulan dan
dapat diperpanjang 6 (enam) bulam

serikutrya.
Fasal 30 Ayat (2) : C_uhup Jelas
Fasal 30 Ayt (2) : Culkup Jelas
Fasal 30 Ayat(4) » CukLp Jelas O
Fatal 31 ¢ Cudkap Jelas
Pasal 32 : Apablla terdapal perangkat desa yang

dipandarg tidak marmpu sebagal Penjasat
<epala Desa, maka dapat  ditunjuk
masyalakat yang mainpu sebagal Penjasat
{epola  Desa  atus  pertmoangan  dan
persetujuan BPD.

Pasal 33 : Cukup Jelas
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Pasal 34 : Cukup Jelas
Pasal 35 ¢ Cukup Jelas
Pasal 36 v Cukup Jelas
Pasal 37 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan dindal baik den

BPD adalah pertanggungjawaban Kepala
Desa vyang dterima den  sedrang
kurangnya 2/3 (dua peatiga) dari Jumian

ar¢goia BPD.
Pasal 37 Ayat (2) + Cukup Jelas
Pasal 38 : Cukup Jelas
Pasal 39 1 Cukup Jelas

LI FENJELASAN TAMBAHAN

Banwa Peraturan Daerah ini teah dibahas dalam PANSUS DFRD
Kabupaten Magelang pada tanggal 27 Juni 2000 dan telah mendapat
pesetujuan  DPRD Kabupaten Magelang dengan Kepatusan DFRD
Nomor 77 ATanggal 30 Oktober 2000 tentang Pengssanan Peraturan
Daerah Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelanikan dan Pemberhenian
Kepala Dasa.

K apr o200t

Dipindai dengan CamScanner



